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BAB IV 

PENUTUP 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

1. Dengan pasien melakukan perawatan ke klinik kecantikan maka timbul 

hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien 

merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian terapeutik. Perjanjian 

terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien, di mana dalam 

melaksanakan profesinya dokter akan melakukan usaha yang maksimal 

untuk menyembuhkan pasiennya dan pasien akan membayar atas jasa yang 

telah dilakukan oleh dokter. Perjanjian terapeutik ini adalah perjanjian jasa 

yang pada dasarnya tetap di dasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.  

2. Tindakan filler merupakan tindakan kedokteran berdasarkan pada 

inspanningverbintenis, walaupun yang dilihat adalah hasil akhirnya, namun 

seorang dokter dalam melakukan tindakan kedokterannya harus sesuai 

dengan Standar Profesi Medis dengan berupaya dan usaha yang maksimal 

agar mendapatkan hasil yang maksimal juga. Selain itu seorang dokter juga 

harus meminta informed consent dari pasien atau persetujuan tindakan 

medis kepada pasien apabila akan melaksanakan suatu tindakan kedokteran. 

Inspanningverbintenis adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien 

yang masing-masing melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban 

dokter dan pasien masing-masing di atur di dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2014 tentang Kesehatan. Objek dalam hubungan hukum adalah usaha 

maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-hati oleh dokter 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menyembuhkan 

pasien. 
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3. Seorang pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan filler oleh dokter, 

dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata di dasarkan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 

Gugatan yang di dasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1) adanya perbuatan 

melawan hukum, (2) adanya kesalahan oleh pelaku, (3) korban mengalami 

kerugian, dan (4) hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ganti rugi yang 

di dapatkan oleh pasien dapat berupa kerugian material dan kerugian 

imaterial. Perbedaan antara keduanya adalah apabila kerugian material 

merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian 

imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.  

 

2. Saran 

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang khusus mengenai 

Klinik Kecantikan. Peraturan tersebut dapat memuat setidaknya tindakan apa 

saja yang dapat dilakukan di klinik kecantikan, bagaimana standar 

operasional untuk melakukan tindakan tersebut, hak dan kewajiban dokter 

dan pasien, tanggung jawab dokter, perlindungan hukum terhadap pasien, dan  

lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik tidak mengatur secara jelas 

apa saja yang menjadi tanggung jawab dokter dalam klinik kecantikan dan 

standar operasional yang diterapkan dalam klinik kecantikan, mengingat 

akhir-akhir ini pertumbuhan klinik kecantikan di kota-kota besar mulai 

banyak. Maka dari itu, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang 

mengatur mengenai klinik kecantikan secara lengkap agar tidak terdapat 

kerancuan dalam menentukan hukumnya. Selain itu juga, hal ini dapat di 

dukung dengan adanya Standar Operasional yang dikeluarkan oleh klinik 

kecantikannya sendiri, agar tidak menimbulkan tindakan yang membuat 

seorang dokter bekerja di luar kompetensinya. 

2. Dokter diharapkan dapat memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai 

tenaga profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik 
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sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik 

Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan 

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Hal ini dikarenakan dokter 

merupakan tenaga profesional yang di harapkan oleh masyarakat dapat 

menyembuhkan ataupun memperbaiki suatu keadaan dalam diri seseorang. 

3. Pasien juga diharapkan lebih bijak dalam memilih tindakan apa yang 

dilakukan dan di mana tindakan tersebut akan dilakukan. Sebaiknya dalam 

memilih klinik kecantikan, pasien memilih klinik kecantikan yang memang 

sudah memiliki nama dan kredibel, sehingga jasa yang ditawarkan pun agar 

terpercaya.  
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